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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 106/PMK.06/2017 

TENTANG 

PENGELOLAAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS  

PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN  

DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang 

 

 

: 

 

 

a. bahwa untuk mengukur dan memonitor kinerja 

Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan 

dan pengawasan Menteri Keuangan, perlu melakukan 

pengelolaan terhadap kinerja Direksi dan Dewan 

Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah 

pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan; 

b. bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan kinerja 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memerlukan 

suatu pengaturan mengenai pengelolaan kinerja Direksi 

dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perseroan 

(Persero) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri 

Keuangan; 

c. bahwa kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri 

Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham atau 

Pemegang Saham pada beberapa Badan Usaha Milik 

Negara tetap berada di bawah pembinaan dan 

pengawasan Menteri Keuangan sehingga Menteri 
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Keuangan berwenang menetapkan aturan mengenai 

pembinaan dan pengawasan Perusahaan Perseroan 

(Persero) di bawah pembinaan dan pengawasannya; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris pada 

Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan 

dan Pengawasan Menteri Keuangan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4297);  

  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang 

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 

  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.06/2013 

tentang Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan 

Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah 

Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan; 

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah 

Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN 

KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA 

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan dan pengawasan 

Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Persero adalah Badan 

Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya 

terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh 

satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang 

pembinaan dan pengawasannya berada di bawah Menteri Keuangan. 

2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah 

organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan 

memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau 

Komisaris. 

3. Direksi adalah organ Persero yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan Persero untuk kepentingan Persero, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran 

dasar Persero. 

4. Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan/atau 

khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi 

nasihat kepada Direksi. 

 

5. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana 

strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP 
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adalah penjabaran tahunan dari RJP Persero. 

7. Visi adalah cita-cita Persero yang akan dicapai di masa depan. 

8. Misi adalah tujuan jangka panjang Persero yang menjadi landasan 

didirikannya Persero yang mencakup produksi dan/atau jasa yang 

diusahakan, sasaran pasar yang dituju, dan upaya untuk meningkatkan 

kemanfaatan kepada semua pihak terkait. 

9. Kinerja adalah suatu hasil pada sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas 

selama periode tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. 

10.Kontrak Kinerja adalah suatu dokumen kesepakatan Kinerja antara 

Direksi atau Dewan Komisaris secara kolegial dengan RUPS untuk 

mewujudkan target Kinerja tertentu yang akan dicapai dalam satu tahun 

anggaran. 

11.Penilaian Kinerja adalah suatu sistem formal yang secara berkala 

digunakan untuk mengevaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris 

dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

12.Peta Strategi adalah suatu dashboard yang memetakan Sasaran Strategis 

Perseroan dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang 

menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi Perseroan. 

13.Sasaran Strategis yang selanjutnya disingkat SS adalah sasaran kerja 

Perseroan yang disusun sejalan dengan RKAP dan akan dicapai dalam satu 

tahun anggaran. 

14.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah tolok 

ukur keberhasilan pencapaian SS dan/atau tugas dan fungsinya. 

15.Inisiatif Strategis yang selanjutnya disingkat IS adalah satu atau 

beberapa langkah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk 

mencapai target IKU sehingga berimplikasi pada pencapaian Sasaran 

Strategis. 

16.Target IKU adalah suatu ukuran kuantitatif IKU yang ingin dicapai 

dalam suatu periode tertentu. 

17.Realisasi IKU adalah capaian IKU yang diperoleh dalam periode tertentu.  

18.Capaian Kinerja adalah nilai capaian IKU pada Kontrak Kinerja. 

19.Nilai Kinerja adalah nilai keseluruhan capaian IKU dengan 

memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. 

20.Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan Kontrak Kinerja 

yang selanjutnya disebut Evaluasi Kinerja adalah proses untuk 

menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam 

dokumen Kontrak Kinerja. 
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Bagian Kedua 

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja Direksi dan 

Dewan Komisaris. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai: 

a. pedoman dalam menyusun dan menilai kontrak 

kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka 

memacu kontribusi maksimal Persero; 

b. alat pengendali strategis dalam mewujudkan Visi 

dan Misi Persero sesuai mandat yang diberikan 

Pemerintah; 

c. pedoman bagi RUPS dalam melakukan penetapan 

Kontrak Kinerja dan pelaksanaan evaluasi atas 

pelaksanaan Kontrak Kinerja Direksi dan Dewan 

Komisaris; dan 

d. acuan bagi RUPS dalam pertimbangan remunerasi 

dan penetapan besaran tantiem bagi Direksi dan 

Dewan Komisaris Persero. 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup Pengelolaan Kinerja meliputi: 

a. Pengelolaan Kinerja Direksi; dan 

b. Pengelolaan Kinerja Dewan Komisaris. 

 

BAB II 

PENGELOLAAN KINERJA DIREKSI  

 

Bagian Kesatu 

Umum  

 

Pasal 4 

Pengelolaan Kinerja Direksi meliputi: 

a. penyusunan dan penyampaian Kontrak Kinerja; 
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